
Mengiugat : L. Pasal 18 ayat t6J Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; j 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang P~bentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kendari (Lerobaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 385 l): 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 dan 5 Peraturan 
Presiden Nomor 104 tahun 2021 tent.ang Rincian Anggaran 
Peudapatan tlan Belanja Negara Tahun 2022, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehataa Tcnrang Petunjuk Teknis Peoggunaan 
Dana Alokas! Khusus Noo.fisik Bidang I<esehatan Tahun Anggaran 
2022; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 
Khusus fisik Tahun Anggamn 2022, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesebatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana 
J\lokasi Khusus Ftsik Bidang Kesehatan Tahun Anggara.n 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikora Kendari 
teutang Perubahan atas Peraturan Walikota Kcndari Nomor 3J Tahun 
2022 tenta.ng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kota Kendari Tahun Angga nm 2022. 

WALi KOTA KENDARI, 

DEl'fGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAL! KOTA KENDARI 
NOMOR 56 TAHUN 2021 TE.NTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2022 

TENTANG 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR -l} TAHUN 2022 

WALIKOTA KENDARl 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Peugelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomur 66, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah rum 
RetrJbusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomur 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor t Tahun 2022 tentang hubungan Kcuangan antar 
pemerintah pusat dan pemerintah Daerah [Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 757); 

9. Undang-Undang Nomor I Tahon 2022 Tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Numur 6757); 

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Baden Layansn Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia. 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

Ll , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200S rentang Dana 
Perlmbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor S6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesla Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun '..!010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nocnur 7l Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran l'fegara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lemba.ran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bibah Daerah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuu 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan, Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambaban Lembara.o Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2019 
Nomor 42, Tambanan Lernbaran Negara Republik Tncionesia Nomor 
6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Ranomgan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tcnt.ang Penja.baran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tabun 2011 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan, Daerah tentang Anggaran Pendapatan rum 
Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tent.ang Pcnjabarnn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

22. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kot.a Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kot.a Kenclari [Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor SJ sebagaimana telah diubah 
beberapa k.aJi terakhir dengan Perarnran Daerah Kota Kendari Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Perubaban kedua atas Peraturan Daerah Kota 
Kcndari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kcndari (tembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 

25. Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok­ 
Pokok Pengetolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah I<ota Kendari 
Tahun 2020 Nomor l,Tambaha.n Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 
27); 



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelab Perubahan 

.Jumlah Pembiayaan.Netto Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertrunbah/(bcrkurang) 

Rp. 317. 170.009.716,00 
Rp 79.997.961.344,00 
Ro. 397.167.971.060,00 

Rp. 22.434.588.291,00 
Rp. 0,00 
Rp ?? 4~4 SRR ?01 .no 

Rp. 374. 733.382.769,00 

Rp. 0,00 

a. Penerimaan 
1) Semula 
2) Bertam bah/ (berkurang] 

Jumlah pcnerimaan setelah nerubahan 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/ [Defisit] Setelab Perubahan 

2. Belanja : 
a. Semula 

Rp. l.57 l.927 .277.732,00 
Rp 0 

Rp. 1.571.927.277. 732,00 

Rp. 1.866.662.699.157 ,00 
Rµ. 79.997.901.344,UU 
Np. 1.946.660.660.501,00 

Rp. (374.733.382.769,00) 

.Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Anggaran eenoapatan can 1:1e1an1a uaeran 'ranun Anggaran :.!U:.!:.! nengan nncian seoagai 
berikut : 
1. Pendapatan : 

a. Sernula 
l, APrtAmh.Ah /{1-y)rk11r~-na\ ,, ~ 

Pasal 1 

ro--.-~- ,.. A..,.,__ .. ,,.., _ _., • __ d--- n,.'1--!- L TT-•-. T, __ _.._._.,; "'-"-···· "'---..,,.. __ 
• \.,JJJc1.UCt.1C:Ut ~QJ.(l.U. J. '-J..I.\..U\.fJClu:u..&. \tC:U..A. U'-,W.Uljn 1.#-t;l._.1 CU-l .t-~V'-R.- -'-lo'-"1.1.U-..1_!-l )Q..l.'-U.Ll- l-U.•56µ.t.<.U..l 

2022 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal l Peraturan Wali Kota Kcndari Nomor 31 Tahun 2022 t.entang 

Paslll J 

Menetapkan : PERATURA.lJ WALJ ROTA TENTANO PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA KENDA.RI NOMOR 31 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABAR.Al'f ANGGARAN PENDAPAT.Al'f DAN BEL.ANJA 
DAERAH KOTA KENDA.JU TA.HUN ANGGARAN 2022 

MEMUTUSKAB : 

26. Peraturan Daerah Kota Kendn.ri. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lcmba.ran 
Daerah Kola Kendari Tahu n 2021 Nomor 7); 



BERITA DAERAll KOTA KENDARI TAHON 2022 NOMOR 4'> 

S DAERAH KOTA KEl!JDARI 

Diundangkan di Kendari 
-µada tanggal l'I - 4 - 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangao Peraturan Wali kota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari, 

Peraturan Wali kola ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.n. 

Pasal n 

.. 
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